
BUPATI KUBU RAYA 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR 36 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERA TURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUBU RAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual dan untuk menindaklanjuti 
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Repu blik 
Indonesia pada Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Upaya 
Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Sistem Akuntansi r 
Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 Pada L 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, maka perlu dilakukan It, 
perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor llt.-- 
33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah ] 
Daerah Kabupaten Kubu Raya; l\ 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud fl 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang f 
Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kubu Raya; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4751); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 
2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu 
Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 
Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 



Menetapkan 

Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu 
Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 
2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kubu Raya Nomor 31); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 
Nomor 25); 

16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 
2014 Nomor 33); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 33 TAHUN 2014 
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN KUBU RAYA. 

Pasall 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 
33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya 
Tahun 2014 Nomor 33), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 

( 1) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan 
dan pengungkapan atas sistem akuntansi persediaan, 
sistem akuntansi aset tetap, sistem akuntansi aset 
lainnya, sistem akuntansi pendapatan, sistem akuntansi 
beban dan belanja, serta penyajian kembali (restatement) 
neraca. 

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan 
dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, 
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan 
laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. 

2. Lampiran I mengenai sistem akuntansi pendapatan, sistem 
akuntansi beban dan belanja, dan penyajian kembali 
(restatement) neraca diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. 

Ditetapkan di Sungai Raya 
pada tanggal 3l Dur 2015 

punt6tan$rg,kg Pada tangga.3!.Pb«r 2o 
SEKR~TiRIS DAERA KARUPATEN KIJBI RAYA 

/ 
ODAN PRASETYO 

PER"TA PAERAH}ABuPATEN Ket RAYA 
AHU 20I5 ~NOOR...11. 

Toso. f 
- 

(BUPATT KUBU RAYA» 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR %8 TAHUN 2015 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
KUBU RAYA NOMOR 33 TAHUN 2014 
TENT ANG SISTEM AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
KUBU RAYA 

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN 

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk 

mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari 

Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. 

Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan 

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, 

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, 

potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/ a tau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan 

dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan 

denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda 

pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas 

jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 

pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan pendapatan dari 

angsuran/ cicilan penjualan. 

1. Pihak Terkait 

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD 

adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), 

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara 

Penerimaan SKPD, BUD, dan Pihak Ketiga. 

a. PA/KPA 

menandatangani/ mensahkan dokumen surat ketetapan 

pajak/ retribusi daerah/ dokumen lain yang dipersamakan; 

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 
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1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA 

berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku 

Jumal LRA dan Buku Jurnal LO danNeraca; 

2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen 

pendapatan yang belum diterima pembayarannya 

3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen 

pendapatan yang penerimaan yang melewati periode diterbitkannya 

dokumen pendapatan 

c. Bendahara Penerimaan SKPD 

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan 
kedalam buku kas penerimaan; 

2) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap 
hari. 

d. BUD 

Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh fihak 

ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan. 

e. Pihak Ketiga 

Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak 

lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan. 

2. Dokumen yang Terkait 

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan 

Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut: 

• Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKP-Daerah) 

• Surat Ketetapan Retribusi Daerah(SKRD) 

• Tanda Bukti Penerimaan (TBP) 

• Surat Tanda Setoran(TS) 

• Bukti transfer/ setor 

• Nota kredit bank 

• Bukti memorial 

• Bukti transaksi penerimaan kas lainnya. 
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3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannya 

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah: 

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan 
penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan 

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi 

pengakuan Pendapatan-LO yaitu: 

b. l) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan 

b.2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas. 

Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan 

Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA) 

1) WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui 

Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut, 

Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya 

TBPtersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan 

penambahan kas di Bendahara Penerimaan, pengakuan 

Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA. Berdasar TBP 

tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS untuk 

menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya 

STS tersebut ditembuskan kepada PPK-SKPD untuk membukukan 

Rf K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Penerimaan. 

2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran 

langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti 

transfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk 

PPK-SKPD untuk membukukanR/K PPKD, pengakuan 

Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA. 

Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima 

dengan ketetapan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. Pendapatan 

baik dengan metode offical assement ataupun self assement diperlakukan 

sama yaitu saat kas diterima. 
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XXX 

XXX 

1. Ketetapan Pendapatan 

Jurnal pada saat penginputan SKPD/SKRD dan Kepres/PMK/Perbup 

pada menu Ketetapan Pendapatan adalah: 

I 

Autang Pendapatan . 

�endapatan-LO . 

2. Bukti Penerimaan 

Dengan Ketetapan 

a) Pada saat wajib pajak membayar tagihan berdasarkan 

SKPD / SKRD kepada Bendahara Penerimaan, maka jurnal pada 

saat bukti penerimaan dibuat bendahara penerimaan sebagai 

berikut: 

Jurnal LO atau neraca 

Kas di Bendahara Penerimaan . 

Piutang Pendapatan- LO . 

XXX 

Xxx 

b) Apabila wajib pajak membayar langsung ke kas daerah tanpa 

melalui bendahara penerimaan, maka bukti setor diinput pada 

menu SKPKD sesuai dengan dinasnya. Jurnalnya sebagai 

berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

Jurnal LRA 

I 

Perubahan SAL . 

Pendapatan-LRA . 

XXX 

XXX 

I R/KPPKD . 

Piutang Pendapatan- LO . 

XXX 

Xxx 

Jurnal LRA 

I 

Pernbahan SAL . 

Pendapatan-LRA......................... 

XXX 

XXX 
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Tanpa Ketetapan 

a) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka 

jurnal pada saat bukti penerimaan dibuat oleh bendahara 

adalah: 

Jurnal LO atau Neraca 

Kas di Bendahara Penerimaan . 

Pendapatan-LO . 

Jurnal LRA 

I 
Perubahan SAL . 

Pendapatan-LRA .. 

I ::::�:��----_-_-_-_-------------------------- 

Jurnal LRA 

I 

Perubahan SAL . 

�endapatan-LRA . 

0xx 

x0Xx 

0Xx 

0Xx 

b). Pada saat wajib pajak langsung setor ke kas daerah tanpa 

melalui Bendahara Penerimaan, maka bukti setor diinput 

pada menu SKPKD sesuai dengan dinasnya. Jurnalnya 

sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

3. Surat Tanda Setoran 

Pada saat bendahara penerimaan menyetorkan ke kas daerah, maka 

jurnalnya adalah: :...- 
Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, 

apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat 

Keterangan Kurang Bayar. SKPD mengakui adanya penambahan 
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XXX 

XXX 

pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut dibuat jurnal 

sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

a 
Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan Surat 

Keterangan Lebih Bayar. SK.PD mengakui adanya pengurangan 

pendapatan LO, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Pendapatan LO . 

Utang kelebihan pembayaran pajak .. XXX 

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui 

sebelum Penerimaan Kas 

1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan 

Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan membuat 

buku memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang 

belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan- 

LO dan Piutang sebagaijurnal penyesuaian. 

2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan 

pendapatan yang pendapatan-LO telah diakui di tahun sebelumnya, 

untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO. 

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam hal proses 

transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah 

yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus 

diakui walaupun kas belum diterima. PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi 

dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya 

dibuat buku memorial. 

a) Jurnal Penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas 

dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya 

Hal 6 



I Piutang . 
Pendapatan-LO . 

0Xx 

00Xx 

b) Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan 

pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya. 

I Pendapatan-LO .. 
Piutang . 

x0xx 

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui setelah 

Penerimaan Kas 

PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah 

diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial.Penyesuaian 

dilakukan atas kas yang telah diterima namun barang/ jasa belum 

seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain (belum 

seluruhnya menjadi hak pemda). Atas kejadian ini maka Pendapatan-LO 

yang telah diakui dilakukan penyesuaian 

sesuai yang benar-benar menjadi hak pemerintahdaerah dengan akun 

pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka. 

PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang 

telah 

diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial sebagai berikut: 

Pendapatan-LO ........... 

Pendapatan Diterima Dimuka...... 

0Ox 

x0Xx 

Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat 

penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka (hasil 

penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi hak 

pemerintah daerah di tahun berjalan. 

Pendapatan Diterima Dimuka...... 
Pendapatan-LO . 

x00x 

0xx 
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SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA 

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 

2013 dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda 

atas beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual 

sebagaimana di atur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013. 

Akuntansi Behan pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, 

dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/lembur/ 

vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi 

sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan 

dinas, dan beban murni akrual. 

Pembahasan akuntansi beban dan belanja meliputi pihak yang terkait, 

dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan 

dijelaskan di bawah ini. 

1. Pihak yang terkait 

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas 

pegeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap 

transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui 

dokumen SPM dan Pengesahan SPJ. 

b. PPKD selaku BUD 

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk 

melakukan pembayaran. 

c. Bendahara Pengeluaran 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/ dokumen bukti 

pembayaran/ dokumen sumber lainnya. 

2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan 

bukti tagihan/ dokumen bukti pembayaran/ dokumen sumber 
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lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan 

verifikasi. 

3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan 

uang persediaan atau membuat SPP; 

4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan 

prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan 

yang diterimanya; 

5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen 

pembaaran sepert SP2D yang diterimanya/dokumen sumber 

lainnya kepada PPK SKPD. 

d. PPK SKPD 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara 

pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti. 

2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran 

dan membuatkan Memo Jurnal. 

3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap 

transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang 

telah dibuat; 

4) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang 

bersangkutan ke Buku Besar; 

5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan 

menyusun Laporan Keuangan. 

e. Pihak Ketiga/ Pihak Terkait Lainnya 

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/ jasa 

berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran 

dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen 

bukti pembayaran SP2D . 

2. Dokumen yang terkait 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi 

keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau 
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bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang 

digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja 
SKPD meliputi: 

• Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan 
Pekerjaan 

• Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan 

• Surat Bukti Pengeluaran/Belanja 

• Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pegeluaran 

• Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ) 

• SP2D LS/GU/Nihil 

• Dokumen Kontrak/Perjanjian 

• Dokumen yang dipersamakan 

3. Sistem dan prosedur akuntansi 

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah: 

Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai 

berikut: 

- Melalui Uang Persediaan 

Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran menginput bukti 

pengeluaran dan belanja dicatat pada saat terbit SP2D. 

- Melalui mekanisme LS 

Beban dicatat pada saat menginput tagihan dan belanja dicatat 

pada saat terbitnya SP2D-LS. 

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga kondisi 
pengakuan Beban yaitu : 

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dan 

2) Beban diakui setelah pengeluaran kas. 

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas sepanjang tahun 

Dalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara 

penetapan kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas serta 

masih dalam periode pelaporan, maka beban dapat diakui pada saat 

pengeluaran kas, pada saat penerbitan SPJ Bendahara Pengeluaran. 
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Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik 

tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. 

Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan 

lebih efisien apabila diakui secara pada saat terjadi pengeluaran kas. 

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan 

pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan 

pertimbangan: 

a) Perbedaan waktu tidak signifikan 

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnya 

dokumen penetapan) dan peneluaran kas tidak signifikan dan 

masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan 

biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama 

dan lebih efisien dibanding dengan perlakuan akuntansi 

(accounting treatment) dimana beban diakui pada saat timbulnya 

dokumen penetapan. 

b) Nilai tagihan dan nilai pembayaran sama 

Pelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai dari 

tagihan pihak ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah 

daerah dan diakhiri dengan peneluaran kas atas tagihan tersebut 

setelah diverifikasi. Nilai tagihan setelah dverifikasi dan 

pengeluaran kas atas tagihan tersebut umumnya sama sehingga 

tidak menimbulkan utang atau nilai beban yang merupakan 

kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui mekanisme 

pengeluaran kas. 

c) Karateristik belanja operasional 

Sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan 

satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan 

ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan 

komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya 

utang. 

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat 
dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan 
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dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari 
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD). 

(1) Pencatatan atas pembayaran melalui PPTK 

Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan 

kepada PPTK maka maka perlu dilakukan pencatatan sebagai 

berikut: 

Panjar Kegiatan xxx 

Kas di Bendahara Pengeluaran .............................. XXX 

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar 

kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan 

jurnal sebagai berikut: 

Uang Muka xxx 

Kas di Bendahara Pengeluaran.........................XXX 

Panjar Kegiatan xxx 

Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di 

atas dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang 

diberikan oleh Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan 

panjar tersebut oleh PPTK. 

Pada saat SPJ dari PPTK di atas disahkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, akan didijurnal sebagai 

berikut: 

Behan xxx 

Uang Muka xxx 

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa 

dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat 

dengan jurnal sebagai berikut: 
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Belanja xxx 

Peru bahan SAL xxx 

(2) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara 

Pengeluaran 

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara 

Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

Beban xxx 

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 

Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat 

dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LRA 

Belanja xxx 

Perubahan SAL xxx 

(3) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD) 
Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui 
mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

IBeban xxx 
RIK PPKD XXX 

Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai 
berikut: 

Jurnal LRA 

Belanja xxx 

Perubahan SAL xxx 
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Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga kondisi 

pengakuan Behan yaitu: 

1) Behan diakui sebelum pengeluaran kas 

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat 

dokumen penagihan yang sudah menjadi beban dan helum 

dilakukan pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal 

sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

Behan xxx 

Utang Behan xxx 

I Utang Beban . 
R/KPPKD . 

Jurnal LRA 

I Belanja . 
Perubahan SAL . 

xx0Xx 

0Xx 

x0xx 

x0XX 

[ 
IP - 

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme LS, maka 

dicatat dengan jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme 

UP/GU/TU, maka dicatat denganjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

Utang Behan . 

Kas di Bendahara Pengeluaran . 

00Xx 

00x 
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Jurnal LRA 

I Belanja . 

Perubahan SAL . 

XXX 

2) Behan diakui setelah pengeluaran kas. 

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dari 

pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum 

menjadi beban maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai 

berikut: 

Be ban dibayar dimuka xxx 

Beban xxx 
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PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA 

A. DEFINISI 

Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang 

dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian 

kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali 

akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula 

basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh. 

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya 

belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca 

ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun 

periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash 

toward accrual). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan 

kembali antara lain untuk akun sebagai berikut: 

1. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan 

piutang; 

2. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai 

belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka 

disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak 

dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun 

ini perlu disajikan kembali; 

3. Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi 

akumulasi penyusutan; 

4. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang 

bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo; 

5. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada 

periode sebelumnya belum disajikan; 

6. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan 

dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda. 

7. Aset Tidak Berwujud, disajikan kembali dengan nilai buku setelah 

dikurangi akumulasi amortisasi, namun terhada penyajian kembali 

neraca Pemda Kabupaten Kubu Raya belum disajiisasi, karena belum 

ada kebijakan amortisasi terhadap aset tidak berwujud. 
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B. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI 

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk 

melakukan penyajian kembali Neraca adalah: 

1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun 

terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat 

beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban 

penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan 

akum ulasi amortisasi; dst 

2. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan 

kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu 

basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang 

kebijakan akuntansi berbasis akrual. 

C. JURNAL STANDAR 

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah 
se bagai beriku t : 

URAIAN AKUN DEBIT KREDIT 

Penyajian EKUITAS XXX 

kem bali nilai PENYISIHAN PIUTANG ..... Xxx 

wajar piutang (untuk mencatat koreksi penyajian 

kembali menambah akun 

akumulasi penyisihan piutang tak 

tertagih sebesar jumlah cadangan 

piutang yang seharusnya 

dicadangkan s / d tah un terakhir 

sebelum pelaksanaan basis 

akrual) 

Penyajian Behan Dibayar dimuka XXX 

kem bali nilai EKUITAS Xxx 

beban dibayar (untuk mencatat koreksi penyajian 

dimuka kem bali menambah nilai be ban 

dibayar dimuka) 

Hal 17 



URAIAN A.KUN DEBIT KREDIT 

Penyajian EKUITAS XXX 

kem bali nilai Akumulasi penyusutan Xxx 
buku aset tetap (untuk mencatat koreksi penyajian 

kembali menambah nilai 

Akumulasi penyusutan) 

Penyajian EKUITAS XXX 

kem bali nilai Akumulasi Amortisasi Xxx 

buku aktiva tidak (untuk mencatat koreksi penyajian 

berwujud kembali menambah nilai 

akumulasi penyusutan) 

Penyajian EKUITAS XXX 

kem bali nilai Utang Bunga ...... Xxx 

utang bunga 
(untuk mencatat koreksi penyajian 

kembali menambah nilai utang 

bunga) 

Penyajian EKUITAS XXX 

kem bali nilai Pendapatan diterima dimuka Xxx 

pendapatan (untuk mencatat koreksi penyajian 

diterima dim uka kembali menambah nilai 

pendapatan diterima dimuka) 

Penyajian EKUITAS DANA XXX 

kem bali nilai EKUITAS Xxx 

Ekuitas (untuk mencatat koreksi penyajian 

kembali reklasifikasi ekuitas) 

[BUPAT1 KUBU RAYA, 

Dinan@an Sugai.Rey 
Pada tanggal..\. Ver@mbur 2or ·; 

ODANI PRASETYO 
BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 

TAHUN. 7".No«oR.. Al .... 

- < 
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